SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 27 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang



Menetapkan

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju
(Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017
Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Mamuju.

3. Bupati adalah Bupati Mamuju.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mamuju.



(1)

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat
Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Mamuju.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat
Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD
Kabupaten Mamuju.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan
setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan
Pimpinan dan Anggota DPRD.

. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan

setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan
dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 2

Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan
perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sesuai
standar peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD dapat disediakan rumah negara dan
perlengkapannya, dan tunjangan transportasi sesuai
standar ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat

(1)

(2)

menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas
jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi.

Dalam hal pemerintah Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada
yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi.

Pasal 4

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (l) diberikan dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpah /janji.

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
bagi Anggota DPRD sebagai dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan



setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan
sumpah/janji.

Pasal 5

(1) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dengan rincian:

a. ketua DPRD sebesar Rp. Rp.9.077.063,00
(Sembilan Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam
Puluh Tiga Rupiah);

b. wakil ketua DPRD sebesar Rp.8.201.942,00
(Delapan Juta Dua Ratus Satu Ribu Sembilan
Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

c. Anggota DPRD sebesar Rp.7.312.529,00 (Tujuh
Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Dua
Puluh Sembilan Rupiah);

(2) Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Tunjangan
Perumahan  sebagaimana  dimaksud ayat (1)
dibebankan kepada masing-masing Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Pasal 6

(1) Besaran Tunjangan Transportasi diberikan setiap
bulan kepada anggota DPRD masing-masing sebesar
Rp. 13.575.000 (tiga belas juta lima ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah).

(2) Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Tunjangan
Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibebankan kepada masing-masing anggota DPRD.

Pasal 7

(1) Anggaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan anggaran Tunjangan Transportasi bagi
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dibebankan dalam APBD pada dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat DPRD.

(2) Tata cara pertanggungjawaban Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Dan Tunjangan Transportasi
Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten
Mamuju Tahun 2017 Nomor 604) dan Peraturan Bupati
Mamuju Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 Tentang
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Dan Tunjangan Transportasi
Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten
Mamuju Tahun 2018 Nomor 627) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
perundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 November 2022
BUPATI MAMUJU,
ttd
SITTI SUTINAH SUHARDI
Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 8 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,
ttd
SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 34

Disalin sesuai aslinya




